PERATURAN DESA SUKOMALO
NOMOR : & TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TAHUN 2022

DESA SUKOMALO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : J1. Brawijaya No. 16 Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan
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PEMERINTAH DESA SUKOMALO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SUKOMALO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOMALO

Menimbang . a Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar — besamya kemakmuran masyarakat Desa;

b.  Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan
penyelenggaraan pemeritahan Desa berasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4, Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

o Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
™ diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Bolanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk
Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 ftentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang — undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ; ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa 2

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 ;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Poraluran  Menterl Keuangan Nomor  190/PMK.07/2021  tentang
Pengelolaan Dana Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

Seramrage Dﬁr?thab}gp;tentLancongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
fusan Femerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/) ; i ; 5

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3 "

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara?'l 2022, ¢
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25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;

27. Peraturan Bupatl Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan tahun 2021 nomor )

29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Tatz Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021 Nomor  );

30. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022,

31. Peraturan Desa Sukomalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukomalo;

32. Peraturan Desa Sukomalo Nomor 2 Tahun 2016 fentang Strukfur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukomalo Tahun 2016;

33. Peraturan Desa Sukomalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Sukomalo Tahun 2022,

34 Peraturan Desa Sukomalo Nomor 8 Tahun 2021 tenfang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (APBDes) Sukomalo Tahun
2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO
dan
KEPALA DESA SUKOMALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUKOMALO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa Rp 1.492.887.400 -
b. Belanja Desa Rp  1.492887.400.
Sumplus / Defisit Rp 25.000.000,-
¢. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp 0-
2) Pengeluaran Rp 25.000.000-
3) Selisih Pembiyaaan (1-2) (Rp 25.000.000,-)
4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp ! 0-
- L4
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KODE B —— o
REKENING URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
1/ 2 (Rp)
3 4 s
1197 | 5.2. Belanja Bar,
o Jae 725.000,00
13. Administrasi Ke, d
Pendudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 10.000.000,00
1.3.02 Penyusunan/p
: T : an endataanlpemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 10.000.000,00 | DDS
1.3. 2. lanj
elenia Barang dan Jasa 10.000.000,00
14. Tata Praja Pemeri
14,03 Pe rintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 7.500.000,00
& n
3 vus.unan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 3.000.000,00 | ADD
T Selanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.4.04 Penyusuy
an - unan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 4.500.000,00 | ADD
1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
2
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DES 559.806.000,00
A Sub Bidang Kesehatan 43.000.000,00
2.200e Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 26.000.000,00 | DDS
2202 162, Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
2291 Operasional Mobil sehat 17.000.000,00 | DDS
22011 52. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
£ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 500.806.000,00
2.3.05 Pzrl;;elmaraan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas 35.000.000,00 | PBK
e
2.3.05 53, Belanja Modal 35.000.000,00
23.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 290.000.000,00 | DDS, PBK
Permukiman (Dipilih)
2311 | 53, Belanja Modal 290.000,000,00
2312 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili 140.806.000,00 | DDS
h)
23.12 | 53. Belanja Modal 140.806.000,00
2.3.90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT ) 35.000.000,00 | PBK
2390 | 53. Belanja Modal 365.000.000,00
2.5, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00
2592 Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai 10.000.000,00 | ppS
2592 | 53. Belanja Modal 10.000.000,00
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.000.000,00
26.92 Pengelolaan jaringan internet desa 6.000.000,00 | pps
2692 | 52. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13.000.000,00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 13.000.000,00
4299 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Petemakan 13.000.000,00 | pps
4299 | 52. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
RAT DAN MEN 371.224.000,00
§ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. D
61.624,
5. Sub Bidang Penanggulangan Bencana .
61.624,
5.1.00 Penanggulanan Bencana 000,00 | pos
[ Prinied by Sisteudes I Holamm2
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022
;wﬂ ! ADD
- ANGGARAN SUMBERDANA
< g (Rp)
1 3 3 ‘
. PENDAPATAN
(% Pendapatan Transter 407.612.400 00
an Alokasi Dana Desa 407 512 400,00
JUMLAN PENDAPATAN 407 512.400 00
& BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 407.512.400,00
- Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 400.012.400,00
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
wn Penyediaan Ponghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,00 |  Sumber 400
51 Belanja Pegawai 36.000.000,00
&Lt Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,00
sS111 Penghasilan Tetap Kepala Desa 36.000.000.00
1.1.02. mmmr&omwwm 293.824.400,00 Sumber ADD
5.1, Belanja Pegawai 293.524.400,00
512 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 293.624.400,00
s121. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 293.624.400,00
1108 mmmmmmmmwm 1259992600 |  Sumber ADD
61. Belanja Pegawai 12.599.926,00
51.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 12.599.926,00
513.1. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1.440.000,00
5132 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 10,908 640,00
§133. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 27.022.00
5134, Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 324.264.00
1.1.04, Penyediaan om.wmomu\mmmu 22483.074,00 | Sumoer AD0
PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
2. Belanja Barang dan Jasa 22.463.074,00
6.21. Belanja Barang Perfengkapan 22463.074.00
§211. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 22.463.074.00
1.1.08, Penyediaan Tunjangan BFD 10.200.000,00 | Sumber 400
61, Belanjs Pegawal 10.200.000,00
614 Tunjangan BPD 10.200.000,00
5141 Tunjangan Kedudukan BPD 10.200.000,00
um | o 1ot | s oo
62, Belanjs Barang dan Jasa 3.800.000,00
o 31/12/2021 161616 o m‘
[y Sl
. =) 2\ TS & h
e e e, R LS N RURE N SN
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KODE REK

- URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
3 (Rp)

—— 2 3 4

SISA LEBIH PEMB
IAYAAN ANGGARAN 0,00

LAMONGAN, 31 December 2021
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<ODE REK URAIAN AN?::})!AN SUMBERDANA
i 2 3 .
Y Belanja Modal 10.000.000,00
53.7. Belanja Modal irigas/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 10.000.000,00
53.7.2 Belanja Modal Irigas/Embung/Drainase/di - Upzh Tenega Kerja 10.000.000,00
26. Sub Bidang Perhubungan, Komunikas! dan Informatika 6.000,000,00
2,6.92. Pengelolaan jaringan internet desa 6.000.000,00 O
52, Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
52.2. Belanja Jasa Honorarium 6,000.000,00
5222 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 6.000.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13.000,000.00
4.2 Sub Bidang Pertanlan dan Peternakan 13.000.000,00
42,99, Lain-ain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 13,000.000,00 {  Sumber DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
521, Belanja Barang Perlengkapan 13.000.000,00
5.2.1.8. Belanja Barang Konsumsi (Makar/Minum) 13.000,000,00
§. 371.224.000,00
6.1, Sub Bldang Penanggulangan Bencana 61.624.000,00
5,1,00. Penanggulanan Bencana 61.624,000,00 Sumber DDS
5.4. Belanja Tidak Terduga 61.624,000,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 61.624.000,00
5.4.1.1, Belanja Tidak Terduga 61.624.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 309.600.000,00
5.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak 309.600.000,00 Sumber DDS
5.4. Belanja Tldak Terduga 309.600.000,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 309.600.000,00
5.4.1.1. Belanja Tidak Terduga 309.,800,000,00
JUMLAH BELANJA 744.030.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 26.000.000,00
6, PEMBIAYAAN
6.2. Pengsluaran Pemblayaan 25.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 25.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (25.000.000,00)

_——

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM

0,00

——

w 31/12/2021 1:14:22 PM
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA nm
PEMERINTAH DESA SUKOMALO

TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Siltap, Tunjangan dan Opomloml
Desa (Maksimal 30% untuk kegia

aan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat

ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan
Perlengkapan Perkantoran, pakaian ‘
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 2. /413.306.11.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMALO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMALO,

Menimbang . a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan  Peraturan Desa SUKOMALO tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Perafuran Desa
SUKOMALO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
menjadi Peraturan Desa SUKOMALO tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

—

Mengingat Undang — undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah —
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4, Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telgh
diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) :
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Undang-undang Nomor

i 6 ran Negara
Republik Indonesia Tahu ehun 2014 el o

9 Undan n 2014 Nomor 7) ;
Bal 9 = Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
10 &nja Negara Tahun Anggaran 2022:
' (F’Leerr?]tgran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
" Peratt?rr:: Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Keuangan
Nomor 140,

12. E)eratu'ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
emerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dqn
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk

Pelaksanaan Undang —undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembayan Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157:

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

20. PZraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa ;

91 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaien Lamongan

007 Nomor 10/E) ;
22 ITD?arr‘:tzrzan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
' Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Langongan No[r)net;r 34 Tahun 2015 tentang
: iUk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24 ‘;::i?iran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang
' on Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; EE
Angga i Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
turan Bupat : . : an
25. Ez:\ayusuna  Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

13.

i
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96, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;

97. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

98. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun 2022.

99, Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 9022 (Berita Daerah Kabupaten
L.amongan tahun 2021 nomor  );

30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021 Nomor  );

31, Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022,

32. Peraturan Desa SUKOMALO Nomor Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;

33 Peraturan Desa SUKOMALO Nomor  Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SUKOMALO Tahun 2016;

34. Peraturan Desa SUKOMALO Nomor  Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Kedungpring Tahun 2022,

pernatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa SUKOMALO membahas
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOMALO

tahun anggaran 2022.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DES
A TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN B
ANGGARAN 2022 ELANJA DESA SUKOMALO TAHUN

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentan
SUKOMALO Tahun Anggaran 20229 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Pendapatan, Belanja dan Pembia Belanja Desa dengan Uraian dari

; yaan Desa serta kegiata
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 i Sglatan - kegiatan
baglan vang Ak (amiashkers sebagaimana terlampir dan merupakan
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Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SUKOMALO
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
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RADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA SUKOMALO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING

TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027 /.. /413.306.09.1/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua
\ satu bertempat di Balai Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan
la Desa Sukomalo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
jja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sukomalo
ngadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan

an dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukomalo menyatakan menyepakati
cangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomalo Tahun

ggaran 2022,
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
glanja Desa Sukomalo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sukomalo

Tanda Tangan:

1. MA'ARUF
Ketua

2. SALIM
Anggota

3. A.MUTHOHAR
Anggota

4. HERMAN
Anggota

5. MAKSUM
Anggota

6. SAMSURI
Anggota

7. NGATENI
Anggota
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